[ ]
(&}

fokus

redin tnlonting PO

KADIV HUMA
IRJEN POL. D

i 8
1 §
1. LATAR‘_BELA"KKNG

erkembangan
demokrasi di NKRI
semakin maju, hal

ini ditandai dengan tuntutan
masyarakat akan transparansi
Pemerintah semakin nyata dalam
rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance).
UUD 45 Pasal 28 F “Setiap
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yiaran No. 32

nformasi.

ksanakan materi
UU maupun dalam
penegakan hukumnya, POLRI
khususnya, jajaran Kehumasan
POLRI, harus benar-benar
mempersiapkan diri terutama
dalam mengelola informasi,
pelayanan informasi, mengatasi
sengketa, maupun sarana
pendukungnya (personil,
peralatan, lembaga-lembaga dan
sebagainya). Dalam UU tersebut

orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk
mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia”.
Ketentuan dasar ini dijabarkan

B ena=liag

publi
terutam
serta ma

o. 14 Tahun
ap anggota
ampuan
POLRI.

pengelolaan informasi, HTCK
mekanisme pelayanan, dan
HTCK mekanisme penanganan
sengketa,)melengkapl peralatan
pendukung dan memantapkan
koordinasi serta kerjasama
dengan fungsi lain internal
POLRI maupun dengan lembaga
Humas departemen lain.
Kesiapan ini sangat
diperlukan, guna menghadapi
Pengamanan Pemilu 2009, di

ada-kewajiban-kewajibarhukum—mana masyarakat akan menuntut

yang harus dicukupi oleh lembaga
publik, khususnya POLRI, ketika
masyarakat memerlukan
pelayanan informasi. Jika
permohonan masyarakat tidak
dapat dipenuhi oleh lembaga
POLRI, maka masyarakat dapat
menuntut POLRI dan lembaga
lainya berdasarkan UU ini.

Berkaitan dengan uraian di
atas, maka jajaran Humas POLRI
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keterbukaan pelaksanaan operasi
Pengamanan Pemilu, mulai dari
perencanaan sampai dengan
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dalam era keterbukaan
informasi, masyarakat mempunyai
hak untuk memperoleh informasi
tentang segala hal ihwal yang
berkait dengan Pengamanan
Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar
masyarakat bisa mengontrol
bahwa Pengamanan Pemilu yang



‘yang harus kita
waktunya jajarar
diri.

2. MEMAHAMI MATERI t Drogr ' i. Berhak k memberikan
MAKNA UU NO. - v, Mewajibk dan Publi informa illlcualikan;
2008 \J X%, i nyediak aya pemberikan

a) Lahirnya U .informa cara cepat, epat id I:Esc-zsuai
2008, dihar&i ; ) aktu, biaya : ';.., 10 informasi
holder inform i ingan/propors| an ¢ ‘ diberikan,

dilindungi haknya da
memiliki tanggu\%‘
kebebasan yang

Guna memahami tenta
yang dimaksud dengan ,
informasi, informasi publik;~. " 7 ¢
sengketa informasi publik, ON -
mediasi, ajudikasi, pejabat :

_;le'i(aitan dengan kewajiban
~" penyiapan informasi berkala |
(Pasal 9); informasi serta

, persaingan usaha merta (Pasal 10); informasi

sengelola-informasi-ge . I
dokumentasi, agar dipelajari perlindungan hak intelektual, setiap saat (Pasal 11). |
dalam ketentuan umum pasal 1 kekayaan alam Indonesia, Secara riil informasi tersebut,
UU No. 14 Tahun 2008. Hal ini merugikan ekonomi sudah tersedia, namun
penting untuk dipahami, karena Indonesia, merugikan POLRI cq. Humas POLRI
merupakan sesuatu yang baru kepentingan hubungan luar belum membuat klasifikasi
dalam mekanisme pelayanan negeri, akta otentik yang sebagaimana diatur UU
informasi publik ke depan. bersifat pribadi, rahasia 14/2008. Disamping ini,
b) Pada dasarnya UU No. 14 pribadi, memorandum atau informasi dimaksud masih
Tahun 2008 tentang KIP ini, surat-surat antar badan public dikelola di masing-masing
disusun untuk : yang dirahasiakan (Pasal 17). fungsi POLRI. Ketika fungsi-
i. Menjamin tiap-tiap warga c) Hak dan Kewajiban Pemohon fungsi POLRI tidak mensuplai
Negara dapat memperoleh Informasi informasi kepada HUMAS
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inf rmasi publik memm mediasi

pennhtaan waktu dan/atau ajudikasi

diperlukan dalamsp Dalam fungsi KIP.in
| jumlah pelayana beberapa hal

penolakan inforr ' -

alasan penolak

.%_, baik melalui
] up ,m.ajf kasu non’.
illtlgam Yéngydlmaksud ajudikasi
non litigasi adalah penyelesaian
sengketa ajudikasi di juar
pengadilan, dimana putusanya
memiliki setara dengan putusan
pengadilan. Tugas KIP meliputi
menerima, memeriksa dan
memutus permohonan
penyelesaian sengketa
informasi publik. Dalam
melaksanakan tugasnya
mempunyai wewenang
sebagaimana diatur dalam

pasal 21, yaitu : merﬁan'ggi'l

e) Materi baru yan
benar d:paham

penting yang hafus diperhatlkan
dalam mekanisme ini adalah :

dan biaya ringan: Hal ini perlu
ada batasan yang jelas dan
dukungan yang memadai
(SOP).

ii. Pencatatan nama dan alamat
pemohon, subyek dan format
informasi serta cara
penyampaian informasi yang

meminta keterangan atau
menghadirkan pejabat publik,
mengambil sumpah setiap saksi
dan membuat kode etik.
Anggota Komisi Informasi Publik
direkrut oleh Pemerintah,
diajukan kepada DPR oleh
Presiden dan dipilih oleh DPR,
serta bertanggung jawab
kepada Presiden.

penerimaan. Mengenai cara
penyampaian informasi ini
diperlukan pendukung yang
memadai, terutama alat dan
kemampuan operatornya.
iii. Waktu pelayanan 10 hari
sejak diterima permintaan.
Selam 10 hari ini Badan
Publik wajib menyampaikan
pemberitahuan sebagaimana
diatur dalam pasal 22 (7).
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akta-faktafbuktu-buktl dalam

mi;‘ormasi yan
iaublik sesuai

h) Gugatan Pengadilan

Sengketa informasi publik
yang tidak dapat diselesaikan
melalui mediasi dan/atau
ajudikasi, akan diselesaikan
melalui sidang pengadilan.
Untuk Badan Publik Negara
pengajuan gugatan dilakukan
melalui PTUN. Sedangkan
badan publik selain badan
publik Negara, gugatan diajukan



baru yang kita ha
1) Bahwa POLRI s
publik Nega
siap informas
dibutuhkan'o
berupa: inf
informasi'sel
informasi s
2) Harus me
pengelol
pejabat-pejal
sesuai dengs
perundané- nda
3) POLRI har%: nenyiapkan
system pelayanan
beserta penduku
4) POLRI harus si\ﬁp

7 »

menghadapi sengketa’

informasi publik, baik melal

mediasi, ajudikasi non litigast,

maupun melalui PTUN.
5) POLRI harus siap dengan
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c) Aplikasi dari strategi di atas -

Jolaan dan pelayanan
=N !&'ﬁi!mﬁﬁ

“._pelayan informasi publik dari
e .. . st
tingkat pusatsampai dengan
tingkat Polres.

"@HMembentuk sistem 3
administrasi pengelolaan dan -
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dijabarkan-dalam bentuk-
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Pengada

si yang mendukung
yatan serta mampu

L s oleh semua pihak
yang membutuhkan informasi
publik.

5) Peningkatan kemampuan

profesional personel

N
pengelola-dan pelayan

o

mekanisme : pelayanan
informasi publik, pengelolaan
informasi, serta penanganan
sengketa informasi publik.

b) Guna menghadapi

permasalahan sebagaimana
dijelaskan dalam butir “a” di
atas, maka ada beberapa
langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh seluruh jajaran
POLRI antara lain :

program dan kegiatan sebagai

berikut : -

1) Penunjukan pejabat dan
pengelola informasi publik
harus didasarkan kepada
kompetensi serta
kesepakatan antarfungsi
internal.

2) Demikian juga pembentukan
lembaga pengelola informasi
publik, harus ada
kesepakatan antara
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informasi publik, dititik
beratkan pada kemampuan
pengoperasian, perawatan
teknologi informasi,
programmer dan anti
gangguan. Selain itu,
memahami tentang
administrasi pengelolaan dan
pelayanan informasi publik,
menguasai etika pelayanan
informasi publik , menguasai
public speaking, menguasai
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sistem pengarsipan dan
dokumentasi multimedia;
mampu menganalisis dan
membentuk opini positif, guna
mendukung tugas POLRI.

6) Sistem Administrasi
diarahkan agar mampu
menunjang pelayanan secara
cepat dan tepat serta
berbiaya ringan. Sistem
administrasi terdiri dari

pengelolaan dan pelayanap: &
Sistem administrasi /‘ __

pengelolaan terdiri dari :

dengan melihat konteks
permintaan dari masyarakat.
Beberapa hal yang harus
disiapkan dalam administrasi
pelayanan informasi adalah,
catatan/agenda permintaan,
agenda pelayanan (per-

aporan rutin, agenda

‘penanganan sengketa, dan

i. Pengumpulan informasi’
dari peristiwaya adi,
informasi inelij
monitoring media massa,
kebijakan nasional dan
kebijakan/internal POLRI.

ii. Jaringan Komunikasi
antar fungsi yang ber-
basis teknologi informasi.

iii. Analisa informasi dan
opini.

iv. Membuat klasifikasi
informasi, yang bersifat
berkala, serta merta dan
setiap saat.

v. Seleksi informasi yang
dapat didistribusikan ke
publik.

Sedangkan sistem penyimpanan
meliputi :

__i._Digital : =

ii. Cetakan, Data-data dimaksud
harus melalui proses analisis,
tujuannya adalah
mengategorikan tingkat
kepentingan dan kerahasiaan
informasi sebelum didistribusi-
kan. Sistem pelayanan
informasi dilakukan dengan
menggunakan a). Media,

arsip informasi yang telah
dikeluarkan untuk/publik).

4. LANGKAH-/ANGKAH!

1) Saosialisasi UU No. 14 Tahun
2008, tentang Keterbukaan
Informasi Publik ke seluruh
jajaran beserta impilikasinya
terhadap tugas dan
organisasi POLRI.
Menyusun kebijakan
pimpinan POLRI tentang
penunjukan lembaga.dan
pejabat pengelola dan
lembaga pelayan informasi;
sistem dan mekanisme
pengelolaan pelayanan dan
informasi.

2) Menyusun HTCK tentang :
pengelolaan informasi,

penanganan sengketa
informasi.

3) Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung.

4) Meningkatkan kemampuan
personil, yang bertugas
dalam mengelola dan
melayani, serta personil
yang akan menangani

dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi,
maupun dalam menangani
sengketa.
6) Melakukan supervise
berkala dalam upaya
penerapan peraturan dan
sementara pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan
informasi maupun dalam
lenangani sengketa.

Pemilu Legislatifidan anggota
DPD, Pengamanan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
RI, dan Pengamanan
Pemilihan Kepala Daerah,
baik di tingkat
Kabupaten/Kota maupun
Propinsi. Berhasil tidaknya
Pengamanan Pemilu adalah
satu ukuran keberhasilan
POLRI dalam mengawal
demokrasi di NKRI.

b) Dari penjelasan di atas, tentu

dari sisi HUMAS akan muncul

pertanyaan-pertanyaan :

1)-Apa yang diamankan
dalam Pemilu?

pelayanan.informasidan-2) Bagaimana-masyarakat

mengetahui bahwa POLRI
telah melakukan tugasnya?
3) Bagaimana tanggapan
masyarakat terhadap
Pengamanan Pemilu?
4) Apa yang menjadi ukuran
keberhasilan?

Sesuai pedoman Mantap

i S

b).tertulis dan c). lisan. sengketa.
Administrasi pelayanan 5) Sosialisasi sistem,
informasi publik disusun

Brata 2009, maka kegiatan Pemilu
2009 yang harus diamankan
mekanisme dan administrasi adalah semua tahap-tahap Pemilu,
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meliputi pemutakhiran data pemilih
dan penyusunan daftar pemilih
tetap, pendaftaran peserta Pemilu,
penetapan peserta Pemilu,
penetapan jumlah kursi dan
penetapan daerah pemilihan,
pencalonan anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, Masa Kampanye,

hasil pemilu dan Pengucapan
sumpah/janji anggota DPR,,DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD.
Kabupaten/Kota.

Guna mempertanggungjawabkan
kepada publik, seharusnya POLRI
membuat jurnal pemberitaan
tentang apa yang telah dilakukan
oleh POLRI dalam mengamankan
tahap Pemilu. Jurnal itu dapat di
buat di Humas wilayah maupun
Humas Mabes POLRI. Jurnal
pemberitaan meliputi; Tahapan
Pemilu, Kegiatan Pengamanan,
Jumlah Kegiatan, Lokasi, Hasil
dan Keterangan. Jurnal ini akan
lebih lengkap kalau disertai
informasi biaya yang.digunakan.
Hal ini sangat penting, guna
memenuhi kewajiban terhadap
publik tentang transparansi dan
akuntabilitas publik. Di samping
itu, pemberitaan kegiatan
Pengamanan Pemilu dapat
meningkatkan opini publik yang
positif terhadap POLRI, sekaligus
menjadi factor excuse/pemaaf
ketika ada hal-hal yang
menimbulkan opini negatif. Tidak
kalah pentingnya, pemberitaan
mengenai netralitas POLRI. Hal
ini harus diwujudkan dalam :
pemberitaan yang intensif tentang
kebijaksanaan Pimpinan POLRI
menyangkut netralitas;
pemberitaan penindakan POLRI

terhadap tindak pidana dalam
Pemilu secara adil dan seimbang
terhadap kegiatan semua Partai
Politik peserta Pemilu.

Jika semua kegiatan
pengamanan, penindakan yang
adil dan netralitas yang nyata

selayjherﬁakanﬁnakavse@@

Masa Tenang, Pemungutan Suara _peflahan:tapi|
dan Perhitungan suara, penetapan _.akan

‘Setelah melihat uraian'di
atas, mari kita instropeksi.
Sudahkah kita melakukan itu?
Bagaimana opini publik yang
terbentuk terhadap POLRI dalam
Pengamanan Pemilu?
Kenyataannya, kita belum
sepenuhnya melakukan itu.
Pemberitaan Pengamanan Pemilu
masih bersifat sporadis, bahkan
yang sering muncul, adalah
pemberitaan tentang tindakan
POLRI yang keliru dan
memunculkan opini yang negatif.

Pemilu Legislatif tinggal
satu bulan, diharapkan jajaran
HUMAS harus siap diri guna
menyongsong : pengamanan
kampanye terbuka, pemungutan
suara, pengamanan barang-
barang pemilu, pengamanan
personil caleg dan pengamanan
penghitungan suara. Pemberitaan
tentang pelaksanaan
pengamanan-pengamanan itu
harus lebih intensif, guna
mewujudkan opini publik yang
positif terhadap POLRI. Opini itu
adalah, suatu pengakuan
masyarakat bahwa POLRI telah
bekerja dengan baik, bertanggung
jawab, fransparans dan
akuntabilitas. Apabila opini selalu
positif, maka secara bertahap
kepercayaan masyarakat terhadap
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POLRI akan terwujud.

Beberapa langkah yang
harus dilakukan untuk kesiapan
jajaran Humas POLRI, antara lain :

1) Siapkan Media Center,
sebagai sarana
pengumpul informasi dan
pelayanan informasi.

2) Bentuk tim
pengolah/analisis

e “informasi,
pengklarifikasian informasi
dan penganalisis opini.

3) ‘Gek semua kesiapan
sarana monitor, sarana
liputan dan'sarana lainya
agar siap di gunakan.

4) Tingkatkan kemampuan
liputan, agar memiliki
dokumen yang berguna
bagi kontra opini dan
mendukung penyidikan.

5) Tingkatkan koordinasi
antar fungsi dan kesatuan
di bawah, dalam upaya
menghimpun informasi
tentang kegiatan
pengamanan pemilu
sebagaibahan
pemberitaan.

6) Intensifkan pemberitaan
pelaksanaan pengamanan
pemilu, hasil-hasilnya dan
segala hambatannya pada
semua jaringan media
massa maupun media
publik lainnya.

7) Pilah-pilah informasi yang
bersifat : berkala, insidentil
dan setiap saat.***
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